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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya dan 

proses mediasi yang dilakukan BPN Kabupaten Tabanan dalam sengketa tanah 

yaitu dengan menerima pengaduan yang selanjutnya akan diberikan surat tanda 

terima pengaduan yang setiap perkembangannya akan dicatat dalam register 

penyelesaian sengketa dan dilaporkan kepada Kepala BPN Kabupaten Tabanan. 

Selanjutnya dilakukannya pengumpulan data secara yuridis dan kemudian petugas 

lapangan melakukan peninjauan ke lapangan guna menyesuaikan data fisik dengan 

data yuridis yang terkumpul. Setelah melakukan hal tersebut petugas melakukan 

analisis yang menjadikannya suatu sengketa dan selanjutnya diadakan mediasi. 

BPN sebagai fasilitator sekaligus menunjuk mediator melakukan panggilan untuk 

melaksanakan mediasi. Mediasi ini hanya dilakukan selama 3 kali yang dimana 

keputusan akhirnya berdasarkan para pihak dengan adanya Surat pemberitahuan 

Mediasi.  Mediasi di Kantor BPN Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa tanah 

sudah sesuai dengan Penyelesaian kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR/Kepala 

BPN 21/2020”). 3 Mei 2021 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: Kantor BPN Kabupaten Tabanan dan juga 

masyarakat harusnya lebih mengedepankan upaya-upaya dan proses melalui jalur 

non litigasi terutama mediasi karena tidak semua orang bisa dan mengerti dalam 

menempuh jalur litigasi/pengadilan. Jalur non litigasi jauh lebih efektif dan tidak 

memakan biaya dan waktu yang banyak. Dengan demikian tidak adanya 

penumpukan kasus di dalam pengadilan dan masyarakat yang mempunyai masalah 

dalam sengketa tanah yang dalam penyelesaiannya dilakukan secara mediasi 

menghasilkan keputusan yang bersifat win-win solution.  
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LAMPIRAN 

Gambar 1: Surat Keterangan Ijin Riset Kampus 
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Gambar 2: Surat Keterangan Telah Diterima Melakukan Riset di BPN 

Kabupaten Tabanan 
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Gambar 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset/Penelitian di BPN 

Kabupaten Tabanan 


